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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif - tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 sa ˙S| es (dengan titik di atas)˙ ث

 jim J Je ج

 ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 ka Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan ye ش

s ص ̣ad Ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

t ط ̣a Ṭ Te  (dengan titik di bawah) 
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z ظ ̣a Ẓ z dengan titik di bawah 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L ‘el ل

 mim M ‘em م

 nun N En ن

 wawu W W و

 ha H Ha ه

 hamzah ` apostrof (diawal kata) ء

 ya Y Ye ي

 

B.  Konsonan rangkap 

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap: 

  ditulis Ahmadiyyah :  احمدية

C. Ta’ marbuthah diakhiri kata : 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terang 

menjadi bahasa Indonesia: 

 ditulis jama’ah :   جماعة  

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. 

 ditulis ni’matullah :   نعمةاالله 
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D. Vokal pendek 

 ---َ -----  (fathah) ditulis a 

   ---ِ-----      (kasrah) ditulis i 

 ---ُ -----  (dhamah) ditulis u 

E. Vokal panjang 

1. A panjang ditulis ä, I panjang ditulis ï, U panjang ditulis ü, masing-masing 

dengan tanda ( . ) di atasnya 

2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu 

mati ditulis au. 

F. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof ( ` ) 

 ditulis a`antum :   اانتم      

 `ditulis mu`annas :    مؤنث      

G. Kata sandang Alif dan Lam  

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an :   القران  

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya. 

 ditulis asy-syi’ah :   الشيعة  
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H. Huruf besar 

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat 

1. Ditulis kata per kata atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

  syaikh al-Islam :  شيخ الاسلا م  

J. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan 

ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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ABSTRAK 
 

 H{iwa>lah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada  
orang lain yang menanggunggnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan 
dari satu orang kepada orang yang lain. Pemindahan ini adalah pemindahan 
hutang dari mu>h}il (orang yang berhutang) menjadi tanggungan mu>h}al ‘alaih 
(orang yang berkewajiban membayar hutang). 
 Akad h}iwa<lah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari’ah. 
BMT BRS sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah menggunakan akad 
h}iwa<lah sebagai salah satu produk pembiayaanya. Akad h}iwa<lah biasanya 
digunakan anggota untuk membayar hutang anggota dipihak lain, sebagai modal 
awal untuk pelaksanaan sebuah proyek dan lain-lain. 
 Dalam pelaksanaan akad h}iwa<lah, BMT BRS mengenakan fee. Ini 
berbeda dengan teori h}iwa<lah yang merupakan akad tabarru’ yaitu akad yang 
tidak mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI 
N0: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan 
ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak 
mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad h}iwa<lah harus 
mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Pihak-pihak tersebut adalah mu>h}il, 
mu>h}al/mu>h}tal, dan mu>h}al ‘alaih. BMT BRS dalam prakteknya hanya dilakukan 
oleh dua pihak saja yakni pihak BMT dan anggota sehingga praktek yang 
dilaksanakan mirip dengan akad al-Qard}.  

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan (field research), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 
langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan 
interviev dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu menilai 
masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah 
permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dalam 
pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu 
pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur’an, 
al-Hadis, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama.  

Setelah melakuklan penelitian di BMT BRS Yogyakarta, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa: dalam pelaksanaan akad h}iwa<lah, pengenaan fee di 
BMT BRS tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan akad h}iwa<lah termasuk ke 
dalam akad tabarru’ yaitu akad yang berkaitan dengan transaksi yang tidak 
bertujuan mendapatkan laba/keuntungan. Jika BMT BRS ingin mengenakan fee 
maka akad yang digunakan adalah h}iwa<lah bil ujrah atau pembiayaan multijasa. 
Alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang 
sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 31/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang adalah akad al-Q{ard}, Murābahah, Syirkah 
al-Milk, Ijarah dan Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang 

berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya,  manusia selalu berhubungan dengan orang lain.1 Dalam hal 

ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain, 

karena manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana telah 

difirmankan dalam al-Qur’an :  

 وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان2

Dalam ayat tersebut setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong 

menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk ta’a>wun 

.0.0tesebut dikenal dengan istilah muamalah.  

Bentuk dari kegiatan muamalah salah satunya ialah hutang piutang. Hutang 

piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan karena dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, manusia terkadang tidak dapat mencukupinya dengan harta 

benda yang dimiliki, sehingga jika menghadapi kebutuhan yang mendesak sering 

orang berhutang kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, hutang dapat berupa 

                                                            
   1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 
UII Press, 2000), hlm. 11. 
 
       2 Al-Maidah (5): 2. 
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barang maupun uang. Meskipun hutang dalam bentuk barang diperbolehkan, 

namun sekarang ini lebih banyak orang berhutang dalam bentuk uang. Transaksi 

hutang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang karena suatu kebutuhan 

tertentu memerlukan pinjaman uang dari orang lain dan yang bersangkutan 

berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati 

bersama.  

Islam mengajarkan untuk segera melunasi dalam hal hutang piutang karena 

menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. 

Namun terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Orang 

yang berhutang, dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut 

dalam hukum Islam disebut dengan h}iwa>lah/h}awa>lah. H{iwa>lah merupakan{   

pemindahan hutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan 

hutang yang sama.3 Dalam istilah ulama, h}iwa>lah adalah pemindahan beban 

hutang dari muh}i>l (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muh}}a>l ‘alaih 

(orang yang berkewajiban membayar hutang).       

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari, ternyata dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Ada yang melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak 

lokal dan ada pula yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak asing. 

                                                            
         3 Abd ar-Rahma>n al-Jazi>ri>, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Maza>hib al-Arba’ah, Alih bahasa Moh 
Zuhri, dkk, cet. IV, (Semarang: Asy Syifa’, 1994), IV: 353. 
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Ada yang melakukannya untuk pihak pribadi, dan ada pula yang melakukannya 

untuk kepentingan perusahaan.4  

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan ketika menjelang abad XX 

adalah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek, termasuk dalam 

sistem bisnis dan keuangan. Berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah 

pada reorientasi sistem keuangan dengan menghapuskan bunga yang menjadi 

instrumen utamanya.  Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai 

kesesuaiaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung 

dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.  

Aspek keadilan merupakan komponen yang  paling penting dalam ekonomi 

Islam. Islam melarang bunga karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. 

Apapun yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah tegaknya suatu keadilan 

dalam melakukan muamalah. Tanpa adanya prinsip keadilan, ekonomi Islam tidak 

ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Sebagai solusi alternatif dari 

sistem bunga tersebut, maka dimunculkanlah sistem bagi hasil dalam dalam 

transaksi ekonomi Syari’ah. 

Dewasa ini telah berkembang banyak lembaga-lembaga keuangan baik 

yang berskala makro maupun mikro. Berupa Lembaga Keuangan Syari’ah 

(selanjutnya disebut LKS) bank maupun nonbank. Secara filosofis, alasan 

dimunculkan LKS adalah karena adanya pelarangan pengambilan riba dalam 

                                                            
       4 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2007),  hlm. 52. 
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transaksi keuangan maupun nonkeuangan yang umumnya dipraktekkan oleh 

lembaga keuangan konvensional melalui sistem bunganya. Pertimbangan praktis 

pelarangannya adalah karena sistem bunganya. Sistem berbasis  bunga dipandang 

mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan 

maupun kewajaran bisnis.5 Dengan tersebarnya lembaga keuangan berprinsip 

syari’ah maka akad dan prinsip-prinsip muamalah juga diterapkan dalam 

oprasionalisasi LKS termasuk akad h}iwa>lah. Fatwa Dewan Syari’ah  Nasional 

MUI telah menetapkan bahwa h}iwa>lah dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan 

Syari’ah.6 H{iwa>lah ini sangat penting karena memudahkan penyelesaian hutang 

piutang, terutama perdagangan besar yang biasa menggunakan cheque dari bank. 

Oleh karenanya, Baitul Ma>l Wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) sebagai salah 

satu jenis LKS turut serta menerapkan sistem bagi hasil sebagai produk 

unggulannya.  

BMT yang saat ini telah berjumlah ribuan di seluruh Indonesia, merupakan 

lembaga kecil yang tumbuh dan berkembang berdasarkan dukungan masyarakat. 

Karena sifatnya yang mikro, maka lembaga ini sangat bersentuhan langsung 

dengan masyarakat. Oleh karena itu keberlangsungan lembaga ini sangaat terkait 

dengan persepsi masyarakat sekitar BMT tersebut berada. Hingga kini tidak semua 

                                                            
5 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah,  (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), 

hlm. 7.   
 
6 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, 

tentang H{awa>lah, poin b.    
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masyarakat memandang lembaga keuangan syari’ah seperti BMT, sebagai 

lembaga yang memiliki nilai lebih dibandingkan lembaga keuangan lainnya 

(konvensional).7 Hal ini terbukti masih banyaknya pandangan yang miring  

terhadap keberadaan lembaga keuangan sya’riah itu sendiri.  

Sebagaimana bank, meski dengan berbagai kesederhanannya, BMT juga 

berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. BMT merupakan singkatan dari 

Baitul Ma>l Wat Tamwil. Baitul ma>l merupakan lembaga penghimpun dana yang 

berfungsi untuk mrngumpulkan dan mentasarufkan dana sosial. Sementara sebagai  

baitul tamwil, BMT berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.8  

Dalam operasionalnya, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

penyalur dana bagi masyarakat, akan tetapi ia juga berperan sebagai penghimpun 

dana dari masyarakat. Himpunan dana dari masyarakat itulah yang merupakan 

salah satu sember modal operasionalnya.  

Adapun sumber modal utama di BMT adalah berupa modal inti yang 

berasal dari gabungan modal yang disetor para pendiri serta dana yang berasal dari 

pihak ketiga (DP III) baik yang berupa pinjaman (qard}), dana yang tecatat dalam 

rekening bagi hasil melalui produk simpanannya. Produk lain yang juga bisa 

menjadi sumber pendapatan nonpembiayaan bagi BMT ialah kontrak dengan 

                                                            
7 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, cet. I, (Yogyakarta: Ises Publishing, 

2008), hlm. 31.  
 
8 Muhammad Ridwan,  Manajemen Baitul Ma>l Wa Tamwil,  (Yogyakarta: UII Press, 2005), 

hlm. 55.  
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prinsip akad h}iwa>lah. Dalam transaksinya, ia menggunakan konsep pengalihan 

hutang dengan margin yang telah disepakati.  

Pada prakteknya, akad h}iwa>lah dewasa ini menggunakan akad baku dalam 

bentuk formulir yang wajib ditandatangani oleh calon anggota sebagai tanda 

persetujuan atau akadnya. Dalam akad baku tersebut disertakan pula angka porsi 

fee/margin yang ditawarkan oleh pihak BMT. Sementara calon anggota hanya 

berhak memilih setuju atau tidak dengan tawaran tersebut. Bila ia setuju maka ia 

akan melanjutkan pengalihan utang namun jika tidak ia dipersilakan untuk mencari 

BMT lain yang lebih bisa menawarkan margin yng lebih rendah.  

Memang pada umumnya hampir semua praktek bisnis dewasa ini akan 

dihadapkan pada situasi di mana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak 

oleh pihak yang kuat posisinya. Kalau dilihat sepintas, hal tersebut sepertinya 

melanggar asas kebebasan berkontrak. Akibat penggunaan akad baku dalam 

transaksi bisnis syari’ah dianggap telah mereduksi nilai keadilan yang berujung 

pada keraguan atas kesyari’ahannya. Dari situ dapat diakui bahwa dalam aspek 

syari’ah, meskipun mengalami kemajuan, gerakan perbankan syari’ah maupun 

BMT masih belum menunjukkan kinerja yang sepesat aspek ekonominya.9  

BMT Bangun Rakyat Sejahtera (selanjutnya disingkat BMT BRS) 

Yogyakarta juga menggunakan akad h}iwa>lah sebagai salah satu produk 

pembiayaannya.  Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari 
                                                            

9  Awali Rizky, BMT Fakta dan Prospek BMT, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), 
hlm. 23. 
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seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada 

BMT.10 

Dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman dengan akad h}iwa>lah 

biasanya digunakan untuk kebutuhan modal sebuah tender atau jika anggota 

memiliki hutang terhadap pihak lain dan anggota meminta BMT untuk 

membayarkan terlebih dahulu. Selain itu, mengenai sigah, praktek yang 

dilaksanakan di BMT BRS hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT dan 

anggota saja sehingga jika dilihat akad tersebut hampir sama dengan akad al-Qard} 

(hutang piutang). Hal ini berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Indonesia Majelis Ulama Indonesia No 12/DSN-MUI/IV/MUI/2000, tentang 

H{awa>lah, poin ke dua dalam ketentuan umum H{awa>lah yang menyebutkan bahwa 

pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan 

kehendak  mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan demikian dalam 

akad h}iwa>lah seharusnya terdapat tiga pihak yang terlibat yakni mu>h}il, mu>h}al dan 

mu>h}al ‘alaih. 

BMT BRS juga mengenakan fee dalam pelaksanaan akad h}iwa>lah yang 

dalam fiqh muamalah disebut dengan ujrah (upah). Hal ini berbeda dengan teori 

dasar akad h}iwa>lah yakni akad tabarru’ yang merupakan akad yang tidak bertujuan 

mendapatkan keuntungan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun 

tertarik untuk membahasnya.  
                                                            

10 Wawancara dengan Manajer BMT BRS. Bapak Wawan Wikasno, tanggal 14 Desember 
2010. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah implementasi pelaksanaan akad h}iwa>lah, terutama 

tentang subyek, obyek, sigah dan pengenaan fee di BMT BRS Yogyakarta telah 

sesuai atau tidak dengan hukum Islam?. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Mengungkap tinjauan hukum Islam terhadap implementaasi pelaksanaan akad 

h}iwa>lah di BMT BRS Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara ilmiah penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

ilmu syari’ah.  

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi 

pihak BMT dalam melaksanakan akad h}iwa>lah.  

D. Telaah Pustaka 

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, h}iwa>lah, digunakan sebagai salah satu 

produk pembiayaan berdasar prinsip jasa. H{iwa>lah merupakan akad pelengkap. 

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada sebuah judul yang khusus mengangkat 

judul seperti yang diangkat oleh penyusun. Ada beberapa literatur yang membahas 
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tentang praktek h}iwa>lah dalam dunia perbankan. Akan tetapi belum ada buku yang 

secara khusus mengetengahkan bahasan tersendiri tentang h}iwa>lah.  

Literatur-literatur tersebut di antaranya skripsi yang disusun oleh Nanik 

Rosyidah dengan judul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang 

Kepada Pihak Ketiga”. Dalam skripsi ini penelitian menyangkut masalah 

pengalihan hutang piutang dalam bisnis modern yaitu perusahaan anjak piutang 

(factoring). Penelitian dalam skripsi ini lebih kepada prinsip pengalihan hutang 

yang diterapkan oleh perusahaan ajak piutang ditinjau dari hukum Islam, yang 

dikaitkan dengan konsep h}iwa>lah.11  

Wasilul Chair dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Konfersi 

Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Becorong 

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura”. Penelitian dalam skripsi ini 

menyangkut masalah pengalihan obyek hutang, dari yang awalnya uang diubah 

menjadi daging sapi. Hal ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan tambahan 

dari pinjaman pokok melainkan agar nilai harga (nilai beli) uang tetap karena nilai 

uang tidak lagi sama ketika saat orang meminjam dan ketika mengembalikannya.12 

Heri Susanto dalam skripsinya yang berjudul “Franchise LP3I Cabang 

Kaliurang Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Terhadap perjanjian 

                                                            
11 Nanik Rosyidah,  “Prespektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang kepada Pihak 

Ketiga”, Skripsi Fakultas Syari’ah  UIN Sunan Kalijaga 2001, hlm. 8. Tidak diterbitkan 
 
12 Wasilul Chair dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Konfersi Hutang Piutang Uang 

Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Becorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 
Madura” , Skripsi Fakultas Syari’ah  UIN Sunan Kalijaga 2005. Tidak diterbitkan 
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Pengenaan Fee Franchise Fee dan Royalty Fee)”. Skripsi ini mungungkapkan 

pelaksanaan perjanjian franchise fee dan royalty fee. Hal itu diperbolehkan untuk 

menggunakan dan memanfaatkan (memberikan lisensi) hak atas kekayaan 

intelektual yang dimiliki oleh franchisor serta karena adanya pengawasan dan 

pembinaan.13 

Siti Fatimah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Prektik H{iwa>lah Di BMT Ihsanul Fikri (BIF) Gedong Kuning 

Yogyakarta”. Dalam skripsi ini penelitian menyangkut aplikasi h}iwa>lah secara 

umum. Penelitian dalam skripsi ini lebih kepada praktek h}iwa>lah di Lembaga 

Keuangan Syari’ah, Khususnya BMT, yang salah satu aplikasi akad h}iwa>lah di 

LKS adalah anjak piutang.14  Sedangkan penelitian penyusun menyangkut praktek 

h}iwa>lah di BMT, dengan penambahan penekanan pembahasan terkait pengenaan 

fee/ujrah. 

E. Kerangka Teoritik 

Allah SWT. menciptakan  manusia dengan minat dan niatnya untuk selalu 

mengadakan hubungan dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Hubungan 

                                                            
13 Heri Susanto, “Franchise LP3I Cabang Kaliurang Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis 

Terhadap perjanjian Pengenaan Fee Franchise Fee dan Royalty Fee)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga, 2010, tidak diterbitkan. 

 
14 Siti Fatimah,  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik H{iwa>lah Di BMT Ihsanul Fikri 

(BIF) Gedong Kuning Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. 2008, hlm. 9. 
Tidak diterbitkan. 
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ini dinamakan muamalah. Hutang piutang merupakan salah satu kebiasaan 

muamalah. Sebagaimana kaidah fiqh: 

فى العادة العفو الأصل 15
   
  

Dalam al-Qur’an juga telah dijelaskan bahwa siapapun yang mau 

memberikan pinjaman yang baik (di jalan Allah), maka Allah akan  

melipatgandakan pembayaran dengan lipatan ganda yang baik. Sebagaimana 

firman Allah SWT. 

  واالله يقبض ويبصط واليه  من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا آثيرة

 ١٦ نرجعون

Islam menganjurkan untuk melunasi hutang jika telah sanggup 

membayarnya agar terlepas dari beban tanggung jawab. Jika seseorang mampu 

untuk membayar hutang namun tidak membayarnya maka ia bertindak zalim. 

Namun jika ia tidak bisa membayar langsung maka hutang tersebut dapat 

dialihkan kepada yang lain. Sebagaimana sabda Nabi saw 

   
  ١٧مطل الغنيّ ظلم فإذا اتنع احدآم على مليءٍ فليتبع 

 

                                                            
15 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 126. 
 
16 Al-Baqarah (2): 245 
 
 17 Al-Bukha>ri>, sahih al-Bukha>ri>, Kitab H{awa>lah, Bab al-H{awa>lati wa Hal Yarji’u fi al-

H{awa>lati, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) III: 76. Hadis no. 2287. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. 
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Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW. memerintahkan kepada orang yang 

menghutangkan, jika orang yang berhutang (muh}i>l) mengh}iwa>lahkan kepada 

orang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (muh}a>l) 

menerima h}iwa>lah tersebut, dan ia menagih hutang tersebut pada orang yang 

dih}iwa>lahkan (muh}a>l ‘alaih), dengan demikian haknya terpenuhi. 18 

H{iwa>lah diambil dari kata tah}wil yang berarti intiqal (perpindahan).19 

Secara etimologis (bahasa) berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang 

lain. Adapun secara terminologi, yang dimaksud dengan h}iwa>lah adalah 

memindahkan hutang dari suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan 

hutang yang sama. 20  

H{iwa>lah memiliki beberapa macam. Mazhab Hanafi membagi dalam 

beberapa bagian,  yaitu: 

1. H{iwa>lah muqayyadah (pemindahan bersyarat), yaitu pemindahan sebagai 

ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam 

H{iwa>lah muqayyadah tersebut mencangkup: h}iwa>lah al-h}aqq, yaitu 

pemindahan hak menuntut hutang serta h}iwa>lah ad-dain,  yaitu pemindahan 

kewajiban membayar hutang. 

                                                            
 18 As-Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al 

Ma’arif, 1987). XIII: 39. 
 

  19 Ahmad Warson Munnawir, al-Munawwir,  Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: t.p., 
1984), hlm. 311. 
 

 20 Al-Jazai>ri>, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, hlm. 353. 
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2. H{iwa>lah mut}laqah (pemindahan mutlak), yaitu pemindahan hutang yang tidak 

ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak 

kedua. Misalnya ketika seseorang memiliki hutang terhadap orang lain, ia 

tidah sedang berpiutang dengan pihak yang lainnya lagi, jadi merupakan 

pengalihan hutang yang murni. 

Adapun yang menjadi rukun h}iwa>lah menurut mazhab Hanafi adalah 

adanya ijab (pernyatan melakukan h}iwa>lah) dari pihak pertama dan adanya qabul 

(pernyataan menerima h}iwa>lah) dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut 

jumhur selain hanafiah, h}iwa>lah memiliki enam rukun, yaitu:21  

1. Muh}i>l (orang yang berhutang) 

2. Muh}a>l disebut juga Muh}ta>l, dan H{a>wil, yaitu pemilik hutang atau kreditur 

3. Muh}a>l ‘alaih, debitur pada Muh}a>l 

4. Muh}a>l bih, piutang Muh}a>l  atas Muh}i>l 

5. Piutang Muh}i>l atas Muh}a>l ‘alaih 

6. Sigah  

H{iwa>lah akan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:22 

1. Para pihak yang terlibat dalam h}iwa>lah itu cakap melakukan tindakan hukum, 

yaitu baligh atau rasyid. 

2. Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari muh}i>l dan muh}a>l. 
                                                            

21 Wahbah az-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adllatuhu, (Damsyiq: Da>r al-Fakr, 1989)V : 165. 
 
22 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, cet.II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 97. 
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3. Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang 

piutang yang pasti. 

4. Kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya. 

Aplikasi h}iwa>lah dalam perbankan Islam, antara lain:23 

1. Factoring (anjak piutang)24, yaitu apabila para nasabah yang memiliki hutang 

pada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar 

piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. 

2. Post-date shek, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan 

dulu piutang tersebut. 

3. Bill discounting. Secara prinsip serupa dengan h}iwa>lah. Perbedaannya, dalam 

bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan dalam kontrak 

h}iwa>lah tidak terdapat pembahasan fee.  

Dalam fiqh muamalah, dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi 

dalam dua bagian, yaitu adad tabarru’ dan akad tijari’. Akad h}iwa>lah merupakan 

salah satu dari akad tabarru’, yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi 

non profit atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Dalam 

hal ini, dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap 

                                                            
 23 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

hlm. 127. 
 

  24  Dalam bisnis konvensional, factoring (anjak piutang) merupakan lembaga pembiayaan 
yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan 
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam atau luar 
negeri.   Lihat: Richard Burton Simatupang, “Aspek Hukum Dalam Bisnis”, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2003), hlm. 109. 
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ridha dan pahala dari Allah. Dengan demikian, akad h}iwa>lah tidak dibolehkan 

adanya pengambilan fee.  

Fee diartikan sebagai insentif atau bonus, yakni pembayaran yang diterima 

baik di depan maupun di belakang dan atau di antara keduanya, atas jasa tertentu 

yang diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak.25 Namun saat ini setiap lembaga 

keuangan syari’ah mengenakan fee atas akad-akad tabarru’ dengan alasan biaya 

administrasi, sedangkan akad tabarru’ semata-mata untuk tolong menolong tanpa 

mengharap apapun. Kemudian mengenai sigah, fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tentang H{awa>lah, poin 

kedua dalam Ketentuan Umum H{awa>lah  menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan 

qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka 

dalam mengadakan akad (kontrak). 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah 

penelitian lapangan, yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

langsung di lapangan. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah BMT 

BRS Yogyakarta. 

 

                                                            
 25  Tim Penulis DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN MUI, edisi II, diterbitkan atas kerjasama 

MUI, KARIM Businness Consulting, dan Bank Indonesia: 2003, hlm. 306.  
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok 

bahasan secara kritis, apakah permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum 

Islam atau belum. 

3. Pendekatan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan 

normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan 

nash-nash al-Qur’an, al-Hadis, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama. 

4. Metode Pengumpulan data 

a. Data Primer 

1) Wawancara (interview), dalam hal ini, penyusun melakukan 

wawancara yang ditujukan kepada manajer dan sample anggota BMT 

BRS yang menggunakan akad h}iwa>lah.  

2) Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang 

telah ada di lapangan, seperti struktur, sejarah perkembangan dan 

prosedur pembiayaan di BMT BRS Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Diperoleh dari buku-buku fiqh dan perbangkan Islam serta buku-buku lain 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
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G. Sistematika Pembahasan         

  Agar alur pembahasan menjadi mudah dan lebih terarah secara sistematis, 

maka penyusun membahas skripsi ini dalam lima bab, terdiri dari beberapa sub 

bab yang secara lengkap sebagai berikut: 

 Bab pertama   merupakan pendahuluan yang berisi kerangka bab-bab 

berikutnya, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua berisi tentang pemaparan hutang piutang dan pengalihan hutang 

(h}iwa>lah) menurut hukum Islam.  

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum praktek h}iwa>lah di BMT BRS 

Yogyakarta, yang mencakup: letak geografis, sejarah berdirinya BMT BRS serta 

perkembangannya, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan serta 

penjelasan tentang praktek h}iwa>lah di BMT BRS termasuk pengenaan fee.  

Bab keempat analisis hukum terhadap praktek h}iwa>lah di BMT BRS 

Yogyakarta, dari segi subyek, obyek, sigah dan pengenaan fee.  

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan berbagai saran 

dalam pembahasan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT BRS Yogyakarta, kemudian 

menganalisis tentang praktek h}iwa>lah yang berkaitan subyek dan hutang yang 

dialihkan (muh}a>l bih), sigah (ijab dan qabul), serta pengenaan fee, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari segi subyek, akad h}iwa>lah yang diterapkan di BMT BRS adalah sah. 

Anggota BMT BRS sebagai muh}i>l (orang yang berhutang dan berpiutang), 

pihak lain (pemegang tender/proyek atau person) adalah muh}a>l karena 

anggota berhutang kepadanya, dan BMT BRS adalah muh}a>l ‘alaih, yakni 

pihak yang berhutang kepad muh}i>l dan berkewajiban membayar hutang 

kepada muh}a>l. Dalam mazhab Hanafi, orang yang memindahkan hutang tidak 

disyaratkan memiliki hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang. 

Jadi boleh saja memindahkan hutang kepada orang yang melakukannya 

dengan sukarela. 

2. Dari segi obyek, yakni hutang yang dialihkan atau yang dikenal dengan muh}a>l 

bih, pihak BMT BRS tidak mensyaratkan bahwa hutang anggota kepada pihak 

lain yang akan dibayarkan BMT BRS harus sebesar simpanan dana atau 

tabungan anggota jika memiliki tabungan. Hal ini diperbolehkan, mengacu 
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pada mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan hutang yang dialihkan harus 

sama dengan jumlah dan kualitas untuk h}iwa>lah mut}laqah. 

3. Dari segi sigah, bahwa dalam akad h}iwa>lah yang terjadi di BMT BRS hanya 

dilaksanakan antara anggota sebagai muh}i>l dan BMT BRS sebagai muh}a>l 

‘alaih. Hal ini berbeda dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 12/DSN-

MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pernyataan ijab qabul harus 

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, pihak pemegang tender atau 

person adalah orang yang berpiutang kepada anggota tidak mengetahui 

adanya akad h}iwa>lah antara anggota dan BMT BRS Yogyakarta. 

4. Dari segi fee, tidak diperbolehkan pengambilan fee atas akad tabbaru, 

sedangkan akad h}iwa>lah termasuk akad tabarru’. Akad tabarru’ adalah akad 

yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan 

mendapatkan keuntungan/laba. Dalam hal ini dimaksudkan murni untuk 

menolong dan murni semata-mata mengharap rodha Allah. BMT BRS juga 

mengenakan fee atas pelaksanaan akad h}iwa>lah, sehingga tidak diperbolehkan 

walaupun pihak anggota sepakat.     
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B. Saran-saran 

1. Pengurus BMT BRS hendaknya lebigh memahami lagi akad-akad dalam 

Lembaga Keuangan Syari’ah. 

2. BMT BRS hendaknya memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang akad-

akad yang ada di BMT BRS agar anggota lebih mengetahui dan benar-benar 

mengerti akaad-akad yang ada di BMT BRS. 

3.  Dalam pelaksanaan akad h}iwa>lah di BMT, hendaknya masing-masing pihak 

mengetahui terjadinya akad h}iwa>lah, baik pihak anggota yang mengajukan 

pemindahan hutang ke pihak BMT BRS dan pihak lain yang menerima 

pemindahan hutang serta pihak lain yang yang mempunyai piutang dari 

anggota, agar pelaksanaan ijab dan qabul dapat dinyatakan oleh kedua belah 

pihak, sebagaiman fatwa DSN MUI tentang h}iwa>lah. 

4.  Jika BMT BRS ingin mengenakaan fee dalam akad h}iwa>lah, maka lebih baik 

menggunakan akad h h}iwa>lah bil ujrah sebagaimana Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional MUI NO: 58/DSN-MUI/V/2007 atau menggunakan akad  Pembiayaan 

multijasa sebagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 44/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.   

5. Alternatif akad lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengalihan 

hutang sesuai dengan Fatwa DSN Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang adalah akad al-Q{ard}, 

Murābahah, Syirkah al-Milk, Ijarah dan Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 
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6. Bagi yang ingin mengadakan penelitian di BMT BRS ke depan, peneliatian 

terkait BMT dengan sumber dana/modal berbasis sekolah menarik untuk 

dikaji. Penelitian lain yang juga menarik untuk dikaji adalah relasi akad di 

BMT dengan pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan.  
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